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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pasal 2 ayat
(1) yang menyatakan setiap instansi pemerintah  wajib
menyelenggarakan SPIP. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Kota
Banda Aceh memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan SPIP.
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan
sistematis, Dinas Komunikasi, Informatika dan  Statistik
(Diskominfotik) Kota Banda Aceh perlu menyusun suatu Rencana
Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfotik Tahun 2021
memuat informasi tentang strategi penyelenggaraan SPIP dan
memuat uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan
menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko
yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan
penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk
mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu
kepada 5 (lima) unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi
dan informasi dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk
mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari
hasil evaluasi penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian
intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata
kelola organisasi. Secara umum, RTP Diskominfotik Tahun 2021
meliputi:

1. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah
dan Unit Kerja;

Penguatan di lingkungan pengendalian,
< Pemetaan resiko yang dihadapi di dalam pencapaian tujuan

dan sasaran;

4. Penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi yang

bertindak untuk mengendalikan resiko;
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> Pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian
termasuk hasil penguatannya, dan

6. Pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil
penguatannya.

Dokumen RTP Diskominfotik Tahun 2021 ini merupakan
salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Banda
Aceh dan akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP pada
instansi pemerintahan. Dari Dokumen RTP ini, diharapkan seluruh
pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki
kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan
SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 8 Februari 2021

KEPALA DINAS K UNIKASI, INFORMATIKA
DAN SPARISTHR XOTA BANDA ACEH ]

.\ FADHIL, S.Sos.,MM
' PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang
keuangan negara dengan UU nomor 17 tahun 2004 tentang
Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance
melalui UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU nomor 28 tahun 2009
tentang Penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan
Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan, pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang diatur dalam UU
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Pertanggungjawaban Pengelolaan  Keuangan Negara yang
disebutkan dalam Pasal 12 bahwa dalam rangka pemeriksaan
keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan
penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan
suatu kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengendalian yang
harus dibuat oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi
pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah
Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan Peraturan Walikota
Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan
pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Banda
Aceh.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud

pelaksanaan SPIP secara menyeluruh di dalam penyelenggaraan
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tugas pokok Pemerintahan Kota Banda Aceh. Rencana Tindak
Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (action
plan) penguatan SPIP baik di dalam bentuk pembangunan
lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan
pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Banda
Aceh sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian

tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda
Aceh;

I Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh, dan

B. Perwal Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penilaian Resiko pada OPD di lingkungan Pemkot Banda Aceh.

1.3. Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana
tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentuk
pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur
kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan
para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.
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1.4. Manfaat
Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah

sebagai berikut:

j Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara
menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub
unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam
aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;

2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian
sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

3 Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan

pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

4. Pengelolaan aset dan keuangan dapat diselenggarakan secara
handal, dan
5. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

1.5. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian Diskominfotik ini berfokus
kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ditingkat Pemerintah Kota
Banda Aceh. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian ini
melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen,
pegawai, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian ini diharapkan dapat

dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2021.
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BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) diamanatkan bahwa
dalam  rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-
undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

SPIP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada
pemikiran bahwa SPIP tersebut melekat sepanjang kegiatan,
dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan
keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. SPIP adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus (never ending process) oleh pimpinan dan

seluruh pegawai pada instansi pemerintahan.

2.2. Tujuan SPIP

PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 menyebutkan bahwa
untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan Ilembaga,
gubernur, dan Bupati atau Walikota wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut

dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.
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SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi terhadap pencapaian
atas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-Unsur dalam SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipengaruhi oleh
berbagai faktor atau unsur yang melekat padanya dimana hal
tersebut dalam SPIP telah diakomodir sehingga menjadi bagian atau

unsur yang membentuk SPIP, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan

memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan

perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam
lingkungan kerjanya, melalui:

a. Penegakan integritas dan nilai etika,;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat
tentang pembinaan sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah
yang efektif, dan

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah

terkait.

% Penilaian Resiko
Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian resiko yang
mencakup identifikasi resiko dan analisis resiko, baik
resiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi
maupun resiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang

telah ditetapkan.
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3. Kegiatan Pengendalian
Pimpinan instansi pemerintahan wajib menyelenggarakan
kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-
kurangnya terhadap Kkegiatan pokok atau tupoksi dan
kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait
dengan proses penilaian resiko dan dievaluasi secara teratur
untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut

masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk
dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan
hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para

stakeholders.

B Pemantauan
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemantauan
SPIP dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit

dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.
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BAB III
PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN TINGKAT UNIT
KERJA YANG DIHARAPKAN

3.1. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Diskominfotik
Tahun 2021
Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian
keyakinan tersebut dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Berdasarkan hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh menyusun Rencana
Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021 yang berisi prioritasisasi
Tujuan, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
akan dinilai kemungkinan terjadinya resiko. Beberapa langkah yang
ditempuh untuk menghasilkan RTP ini adalah sebagai berikut:
1. Rekapitulasi Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern
Diskominfotik Tahun 2021
Rekapitulasi dilakukan melalui pengisian kuesioner Control
Environment Evaluation (CEE) oleh Pejabat Struktural
Diskominfotik yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas
dan empat orang Kepala Bidang yang terdapat pada
Diskominfotik. Kuesioner CEE ini berisi delapan kategori
pertanyaan lingkungan pengendalian Intern yang kemudian
dilakukan pemberian nilai (scoring).
2, Melakukan Penilaian (scoring) Berdasarkan Jawaban Para
Responden
Penilaian (scoring) dilakukan berdasarkan jawaban yang
diberikan atas pertanyaan pada sub unsur lingkungan

pengendalian. Skala penilaian bisa dilihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.2 Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan

Pengendalian

Simpulan
No | Skor Keterangan Jawaban
Jawaban

Tidak Setuju/Belum ada/ belum

dibangun
Kurang

Kurang Setuju/Telah )
Memadai

2 2 dibangun/diterapkan, akan tetapi

belum konsisten

Setuju/Sudah dibangun atau
3 3 diterapkan dengan baik, tapi masih
bisa ditingkatkan

Memadai
Sangat Setuju/Sudah dibangun atau

-4 4 diterapkan dengan baik dan dapat

ditularkan ke organisasi lain

Berdasarkan jawaban yang dihimpun dari Kuesioner CEE yang
telah diberikan, didapat penilaian terhadap pengendalian
lingkungan Diskominfotik Kota Banda Aceh yang dapat dilihat
pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Hasil Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan

Pengendalian

No Sub Unsur ~ Kondisi
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika Memadai

. _ Kurang

2 Komitmen Terhadap Kompetensi _
Memadai

_ . i Kurang

3 Kepemimpinan yang Kondusif )
Memadai

i Pembentukan Struktur Organisasi yang Kurang
Sesuai dengan Kebutuhan Memadai
5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Memadai

Jawab yang Tepat
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Penyusunan dan Penerapan Kebijakan
6 yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Memadai
Daya Manusia

7 Perwujudan APIP yang Efektif Memadai

Hubungan Kerja yang Baik dengan .
8 Memadai
Instansi Pemerintah Terkait

3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Diskominfotik
Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur
paling penting dalam penerapan pengendalian intern sehingga
mampu mendorong terciptanya kualitas perilaku dan tindakan
yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas
perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal
utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang
handal guna mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan survey yang sudah dilakukan diperoleh beberapa
simpulan Survey Persepsi berdasarkan kuesioner yang telah
diisi oleh pejabat struktural Diskominfotik Kota Banda Aceh
yang bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Simpulan Survey Persepsi atas Lingkungan

Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

Hasil
N Reviu Hasil Survei Persepsi
5 Sub unsur Dokumen Simpulan Penjelasan
H_as Ura Hasil Uraian
il | ian
a b € d e f g h
Penegakan
1 | integritas dan - - | Memadai - Memadai
nilai etika
Banyak pegawai
. yang belum Banyak pegawai yang
i Kurang | memiliki sertifikat Kurang belum memiliki sertifikat
2 | terhadap - - . . . .
; Memadai | kompetensi namun | Memadai | kompetensi namun telah
kompetensi . - e G
telah mengisi mengisi posisi/jabatan
posisi/jabatan
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Belurp adanya Belum adanya pelatihan
Kurang pelatihan Kurang arwallaan resiko
Memadai | pengelolaan resiko Memadai | Po ®
secara berkala
secara berkala
Belum adanya
kejelasan arah Belum adanya kejelasan
Kurang | pengelolaan resiko Kurang arah pengelolaan resiko
Memadai | yang telah Memadai | yang telah ditetapkan
ditetapkan oleh oleh pimpinan
pimpinan
Penerapan
Penerapan pengelclaan
Kurang pengelo(jla?n e ik Kurang dan pengendalian resiko
Memadai E:;‘ugneqndi?af;;zilar? Memadai | belum dilaksanakan oleh
oleh pimpinan pimpinan

3 Kepemimpinan Belum tersajinya Belum tersajinya
yang kondusif informasi terkait inf | terkait resik

Kurang resiko padarencana | Kurang i grmasx i TERLSE

Memadai | strategis dan Memadai ga i Lt str.ategxs
rencana kerja anrencana KETld
Pemkot/Dinas Pemkot/Dinas
Pimpinan belum
sepenuhnya Pimpinan belum
berperan dan sepenuhnya berperan

ﬁl:::ggai mengikutsertakan ﬁiﬁggai dan mengikutsertakan
pejabat/pegawai pejabat/pegawai dalam
dalam mengelola mengelola resiko
resiko

" Masih bf':myaknya Masih b?nyakltl)ya -

y | i
sesuai Memadai Memadai .
P (sementara/pegawa (sementara/pegawai

i kontrak) kontrak)
Pendelegasian
wewenang dan

5 | tanggung Memadai - Memadai -
jawab yang
tepat
Penyusunan
dan Penerapan

6 Kelijalaniyang Memadai - Memadai -

Sehat tentang
Pembinaan
SDM
Perwujudan

7 | peran APIP Memadai - Memadai -
yang efektif
Hubungan
Kerja yang Baik

8 dengan. Memadai ) Memadai £
Instansi
Pemerintah
Terkait

3.2. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan

untuk memberikan

keyakinan yang memadai atas tercapainya kinerja Diskominfotik
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melalui Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Tahapan yang

dilakukan untuk melakukan tahapan ini adalah :

1. Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota (Pemko)
Banda Aceh
Pada Tahun 2021, Diskominfotik menetapkan prioritas untuk
menetapkan konteks resiko yang didasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDj Pemerintah
Kota Banda Aceh, Diskominfotik menetapkan Tujuan, Sasaran
dan IKU yang mendukung Pemerintah Kota Banda Aceh
beserta resiko yang akan muncul yang bisa dilihat pada Tabel
3.4.

Tabel 3.4 Penetapan Konteks Resiko Strategis Pemerintah Kota
(Pemko) Banda Aceh

Resiko
No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja . Kode o
Uraian Reslks Pemilik
a b £ d e f
Tujuan Strategis Pemda 5.1
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Sasaran 5.1.2 Meningkatnya Nilai Nilai Indeks RSP.21.16 | Walikota Banda Aceh
pengembangan dan Pemeringkatan Pemerintahan .19.01
pemanfaatan teknologi Pemerintahan Berbasis
informasi dan komunikasi Berbasis Elektronik
(TIK) Elektronik Rendah

2 Penetapan Konteks Resiko Strategis Diskominfotik Kota Banda
Aceh
Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Pemko Banda
Aceh, Diskominfotik menetapkan Tujuan, Sasaran, IKU yang
didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik
yang akan dilakukan Penilaian Resiko Strategis dan
berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis Diskominfotik
Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko yang menjadi prioritas

untuk ditangani yang bisa dilihat pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5 Penetapan Konteks Resiko Strategis Diskominfotik
Kota Banda Aceh

Resiko
No | Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kode
Uraian . Pemilik
Resiko
1 2 3 4 5 6
Tujuan Strategis :
Tersedianya Data dan
Informasi yang Berkualitas
dan Terintegrasi dalam
Kota Banda Aceh
1 1. Persentase Informasi yang disajikan RSO.21. Kadis
Sasaran Strategis 2 : Website OPD yang pada website OPD tidak 16.19.0 Kominfotik
Meningkatnya Kualitas Aktif update 2
Tata Kelola Teknologi Kurang dan lambatnya i
Informasi dan Pengelolaan | 2- Cakupan Layanan implementasi Teknologi o Kadis
Informasi Publik E-Governmentyang | | asi dan Komunikasi | 20190 | Kominfotik
dilaksanakan . 3
di OPD
3. Penetapan Konteks Resiko Operasional Diskominfotik Kota
Banda Aceh
Berdasarkan penetapan konteks resiko strategis Diskominfotik
Kota Banda Aceh, maka ditetapkan konteks resiko operasional
yang didasarkan kepada Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik
dan berdasarkan hasil penilaian atas resiko strategis
Diskominfotik Kota Banda Aceh, terdapat resiko-resiko
operasional yang menjadi prioritas untuk ditangani yang bisa
dilihat pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6 Penetapan Konteks Resiko Operasional Diskominfotik
Kota Banda Aceh
i Teridentifikasi
No | SubKegiatan Siikaior Ry kot
: Keluaran Tahap Uraian - Pemilik
Resiko
i 2 3 L 8 6 7
Pengelolaan . .
Konten dan J ur_'n]ah Rl.hs Seriig Pemanta | Kurangnya tenaga Kadis
Informasi dan R . R00.21.1 NP
1 | Perencanaan Lt v uan dan jurnalis dan reporter 6.19.08 Kominfotik/
Media Komunikasi tputan yang Evaluasi (media) o Kabid PIP
. dipublikasi
Publik
Koordinasi dan jumlah Dokumen Kadis
2 Sinkronisasi Data Arsitektur SPBE Perencan | Tidak terpenuhinya RO0.21.1 Kominfotik/
dan Informasi Kota ’ aan target SPBE 6.19.42 Kabid E-
Elektronik v Government

Adapun Daftar Resiko Teridentifikasi bisa dilihat pada Form

Lampiran.
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3.3. Analisis Resiko

Penetapan hasil analisis resiko mengacu pada dua parameter,

yaitu besarnya dampak dan kemungkinan frekuensi terjadinya resiko

yang terdiri dari dua parameter. Parameter pertama yaitu besarnya

dampak/konsekuensi dan parameter kedua yaitu kemungkinan

frekuensi terjadinya resiko. Level resiko kemungkinan pada

Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 3.7,

sementara level resiko dampak bisa dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.7 Level Resiko Kemungkinan Diskominfotik Kota Banda

Aceh

Skala | Level Resiko

Kemungkinan

Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol
Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun

— W N

Probabilitas kurang daripada 50% tetapi masih
cukup tinggi

. Mungkin terjadi dalam 10 Tahun

. Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun

Kemungkinan terjadi > 50%

Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

Tabel 3.8 Level Resiko Dampak Diskominfotik Kota Banda Aceh

Skala | Level Resiko

Dampak

1. Cukup mengganggu jalannya pelayanan
2. Menimbulkan kerusakan kecil
3. Kerugian diatas Rp25.000.000 s.d

Rp100.000.000,00

. Terjadi penambahan anggaran yang tidak
diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100 juta

. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi

meskipun tidak signifikan

. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi

O A B S
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dlm skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan

media lokal)

. Adanya kerusakan kecil thd lingkungan

1. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan

kerusakan serius

. Kerugian diatas Rp100.000.000 s.d

Rp500.000.000,00

. Terjadi penambahan anggaran yang tidak

diprogramkan namun tidak lebih dari Rp500 juta

. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara

signifikan

. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi

dlm skala nasional (telah masuk dalam

pemberitaan media nasional)

. Adanya kerusakan cukup besar thd lingkungan

1. Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi

kurang dari 1 minggu

. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan

kerusakan yang serius dan membutuhkan

perbaikan yang cukup lama

. Kerugian diatas Rp500.000.000 s.d

Rp1.000.000.000,00

. Terjadi penambahan anggaran yang tidak

diprogramkan namun tidak lebih dari
Rp1.000.000.000,00

. Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan

6. Merusak citra institusi dlm skala nasional (telah

masuk dalam pemberitaan media lokal dan

nasional)

. Adanya kerusakan besar thd lingkungan

1. Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu

. Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan

kerusakan yang serius dan membutuhkan
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perbaikan yang cukup lama

3. Kerusakan fatal

4. Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000.000,00

. Terjadi penambahan anggaran yang tidak
diprogramkan namun tidak lebih dari
Rp2.000.000.000,00

. Sebagian besar tujuan organisasi gagal
dilaksanakan

. Merusak citra institusi dim skala
nasional,penggantian pucuk pimpinan instansi
secara mendadak

. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

Analisis resiko dilakukan dengan Focused Group Discussion
(FGD) kepada responden yang mewakili unsur pimpinan dan pejabat
struktural Diskominfotik Kota Banda Aceh. Hasil analisis atas
resiko-resiko tersebut memperlihatkan peta atau matriks resiko yang
bisa dilihat pada Tabel 3.9.
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Tabel 3.8 Peta/Matriks Resiko Diskominfotik Kota Banda Aceh

Dampak/Konsekuensi
MATRIKS ANALISIS Rendah . Tinggi
RESIKO Sekali Rendah Tinggl | gekali
Sangat
Sering
Sering
<)
o =
s @
o @
i~ =4
oo O
2 >
= =
ET
2 2| Jarang
Q
o
Sangat
jarang

Dari peta resiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 5 resiko yang mempunyai level sangat tinggi yang
berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sangat
sering dan dampak yang ditimbulkan sangat tinggi yaitu:

a. Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Rendah
(RSP.21.16.19.01);

b. Informasi yang disajikan pada website OPD tidak update
(RSO.21.16.19.02);

c. Kurang dan lambatnya implementasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi di OPD (RS0.21.16.19.03);
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d.

€.

Kurangnya tenaga jurnalis dan reporter (media)
(RO0O.21.16.19.08), dan
Tidak terpenuhinya target SPBE (RO0.21.16.19.42).

2. Terdapat 9 resiko yang mempunyai level tinggi yang berarti

kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sering dan

dampak yang ditimbulkan tinggi, yaitu resiko:

a.

Minimnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dan bisa
dikelola oleh Diskominfotik (RS0.21.20.19.01);

Adanya pembatasan terkait dengan pemeliharaan layanan
jaringan intra (RO0.21.16.19.32);

Command Center Kota belum memenuhi standar yang
diharapkan (RO0O.21.16.19.52);

Kurangnya pemahaman akan mutu integrasi statistik
daerah (RO0.21.16.19.54);

Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan dokumen
proses bisni yang harus disiapkan (RO0.21.16.19.34);
Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0O.21.16.19.01);
Kurang baiknya respon yang diberikan terhadap aspirasi
atau pengaduan (RO0O.21.16.19.04);

Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0O.21.16.19.05);
Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.55);

3. Terdapat 47 resiko yang mempunyai level rendah yang berarti

kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut jarang dan

dampak yang ditimbulkan rendah, yaitu resiko:

a.

Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab
(ROO.21.16.19.02);

Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.03);
Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab
(RO0O.21.16.19.06);

Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.07);
Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.09);
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f. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab
(RO0O.21.16.19.10);
Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.11);

h. Kurangnya tenaga SDM di dalam proses verifikasi dan

o

respon permohonan informasi public (RO0.21.16.19.12);

i. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.13);

j. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab
(RO0O.21.16.19.14);

k. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.15);

1. Terbatasnya pemahaman dan tenaga SDM di dalam
mengidentifikasi media informasi yang harus
didesiminasikan (RO0O.21.16.19.16);

m. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.17)

n. Pengumpulan data terkendala oleh Dberbagai sebab
(RO0O.21.16.19.18);

o. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.19);

p- Belum maksimalnya kriteria penetapan lokasi yang akan
dilakukan sosialisasi (RO0.21.16.19.20);

q. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0O.21.16.19.21);

r. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab
(ROO.21.16.19.22);

s. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.23);

t. Adanya pembatasan prosesi pelatihan secara tatap muka
(ROO.21.16.19.24);

u. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0O.21.16.19.25);

v. Pengumpulan data terkendala oleh berbagai sebab
(RO0O.21.16.19.26});

w. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.27);

x. Adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pelatihan KIG
(RO0O.21.16.19.28);

y. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan layanan
jaringan intra (RO0.21.16.19.30);

z. Laporan tidak lengkap (ROO.21.16.19.31);

aa. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0O.21.16.19.33);

bb. Laporan tidak lengkap (RO0.21.16.19.35);
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cc. Proses Bisnis yang harus disiapkan tidak bisa diselesaikan
(RO0O.21.16.19.36);

dd. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.37);

ee. Kurang lengkapnya pemahaman terkait dengan pusat data
yang harus disiapkan (RO0.21.16.19.38);

ff. Pemeliharaan pusat data yang dimiliki kurang maksimal
(ROO.21.16.19.40);

gg. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.41);

hh. Laporan tidak lengkap (RO0.21.16.19.43);

ii. Masih lemahnya koordinasi TIK antar OPD
(RO0.21.16.19.44);

jj. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.45);

kk. Perencanaan pengembangan aplikasi khusus tidak lengkap
(RO0O.21.16.19.46),

1. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.47);

mm. masih banyak OPD yang tidak layak di dalam
mengembangkan aplikasi khusus (RO0.21.16.19.48);

nn.Dokumen Perencanaan penguatan command center Kota
Banda Aceh tidak lengkap (RO0.21.16.19.50);

0o. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.51);

pp. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.53);

qq. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang bertugas di
dalam  proses integrasi mutu  statistik  daerah
(RO0O.21.16.19.56};

rr. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.57)

ss. Kurangnya pemahaman terhadap dataset yang dimiliki
(ROO.21.16.19.58);

tt. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.59);

uu.Belum maksimalnya dataset OPD yang bisa diverifikasi,
divalidasi, dianalisis dan diupdate (RO0.21.16.19.60);

4. Terdapat 3 resiko yang mempunyai level sangat rendah yang
berarti kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut sangat
jarang dan dampak yang ditimbulkan rendah sekali, yaitu

resiko:
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a. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (ROO.21.16.19.29);
b. Laporan tidak lengkap (RO0O.21.16.19.39),
c. Pertanggungjawaban tidak tepat waktu (RO0.21.16.19.49);

3.4.

Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan resiko,

kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih

dibutuhkan

kegiatan

pengendalian  baru

untuk dilakukan.

Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk

mengurangi kemungkinan munculnya penyebab resiko dan upaya

untuk mengurangi dampak apabila resiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang sudah ada dan masih dibutuhkan bisa
dilihat pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Ada dan Masih

Kota Banda Aceh

Dibutuhkan
Risike Kode Uraian Pengendalian Rencana Tindak
He Prioritas Risiko yang Sudah Ada Géian Benpendarn Pengendalian
a b € d e f
Kebijakan dan prosedur
o Pembuatn Form pengendalian sudah Pembuatan Rencana
Nilai Indeks o . ; ) .
PamierinEhan Evaluasi Pelaksanaan dilakukan, namun masih Aksi Implementasi
1 | Berbasis RSP.21.16. | Perwal Nomor 2 Tahun rendahnya kepatuhan Perwal Nomor 2 Tahun
Hlslaranik 19.01 2020 Tentang Implementasi Perwal 2020 Tentang
fendali Pemerintahan Berbasis Nomor 2 tahun 2020 Pemerintahan Berbasis
Elektronik tentang pemerintahan Elektronik
berbasis elektronik
Penerbitan Keputusan Kebijakan dan prosedur
Informasi yang Walikota Banda Aceh pengendalian sudah Penyelenggaraan
2 disajikan pada | RS0.21.16. | Tentang Pengelola dilakukan, namun masih pelatihan admin dan
website OPD 19.02 Layanan Informasi dan banyak SKPD yang kurang | pengelola Website OPD
tidak update Dokumentasi Kota aktif di dalam mefakukan dan Aplikasi PPID
Banda Aceh update website
Kurang dan
!ambatnya . Pembuatan Dokumen Kebijakan fian prosedur Menyusun RAB, HPS,
implementasi Arsitektur SPBE dan pengendalian sudah
. RSO.21.16. - . : KAK, SIRUP Pengadaan
3 | Teknologi Dokumen Proses Bisnis dilakukan, namun masih .
g 19.03 P Arsitektur SPBE Kota
Informasi dan Aplikasi Khusus yang banyak aspek SPBE yang ane lengka
Komunikasi di Dimiliki belum terpenuhi yang fengkap
OPD
Masih dibutuhkan lebih Memaksimalkan tenaga
Kurangpya . Pengajuan Telaahan Staf banyak tgnaga jurnalis yang dimiliki dan
tenaga jurnalis | R00.21.16. dan media untuk meningkatkan
4 penambahan tenaga S
dan reporter 19.08 —— aia memperbanyak dan koordinasi dengan
(media) Bt His mencapai target jumiah Humas Pemko Banda
berita Aceh
et Dok Melakukan evaluasi
Tidak SHaRRaEl es arnet Masih banyak aspek secara berkala dan
: R00.21.16. | Arsitektur SPBE dan : :
5 | terpenuhinya 19.42 membentul Tim SPBE Arsitektur SPBE yang meningkatkan
target SPBE ' harus dilengkapi koordinasi dengan tim

SPBE Kota
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Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam
rangka mengatasi resiko bisa dilihat pada form lampiran.
3.5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi
dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung
berjalannya pengendalian yang sudah dibangun. Informasi dan
komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian

yang dibangun yang direncanakan bisa dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pengkomunikasian Atas kegiatan Pengendalian yang

Dibangun
Kegiatan Pengendalian yang Mo/l Penyedia Penerima
No : Sarana ;
Dibutuhkan b Informasi Informasi
Pengkomunikasian
1 2 3 4 5
1. Surat
Pembuatan Rencana Aksi % Bapat Koordmgm Kemenpan-RB,
. 3. Peraturan Walikota .
Implementasi Perwal Nomor 2 . . . . Walikota, OPD
4. Keputusan Walikota Diskominfotik, .
1 Tahun 2020 Tentang . . Terkait,
. . 5. Workshop/Seminar OPD Terkait
Pemerintahan Berbasis - Masyarakat,
; 6. Bimtek : :
Elektronik Fne Komunitas
7. Sosialisasi
8. Website/Portal
1. Surat
2.Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan pelatihan 3. Keputusan Walikota SKPD,

2 admin dan pengelola Website 4. Workshop Diskominfotik Masyarakat,

OPD dan Aplikasi PPID 5. Bimtek Komunitas
6. Sosialisasi
7. Website
1. Surat

Menyusun RAB, HPS, KAK, g.ﬁp?;iooordmaﬂ

3 SIRUP Pengadaan Arsitektur e P Diskominfotik SKPD, Komunitas

SPBE Kota yang lengkap 2. Bimiex
5. Sosialisasi
6. Laporan
1. Surat
Memaksimalkan tenaga yang 2.Rapat Koordinasi
A ; SKPD,
dimiliki dan meningkatkan 3. Workshop . . . .

4 N . Diskominfotik Komunitas,
koordinasi dengan Humas 4. Bimtek Wi
Pemko Banda Aceh 5. Sosialisasi 4

6. Website
1. Surat
Melakukan evaluasi secara 2.Rapat Koordinasi
berkala dan meningkatkan 3. Keputusan Walikota ; ; ;

2 koordinasi dengan tim SPBE 4. Bimtek Diskauteik SKPD

Kota 5. Sosialisasi
6. Laporan

RTP 2021 21




Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan
dalam rangka pengendalian bisa dilihat pada form lampiran.
3.6. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada
dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern
yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi resiko dan apakah
tindakan  perbaikan yang diperlukan telah  dilaksanakan.
Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:
1. Pemantauan Berkelanjutan
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian
kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut
dijalankan sebagaimana seharusnya. Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik membangun dan melaksanakan
pemantauan berkelanjutan, meliputi evaluasi, supervisi dan
reviu. Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tertuang
dan terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur pengendalian.
Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik bisa dilihat pada Tabel
3.11.

Tabel 3.11 Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang

Dibutuhkan

1 | Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal Konfirmasi persiapan dan laporan
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Pelaksanaan Kegiatan
Berbasis Elektronik

2 | Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Konfirmasi persiapan dan laporan
Website OPD dan Aplikasi PPID Pelaksanaan Kegiatan

3 | Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan Konfirmasi persiapan dan laporan
Arsitektur SPBE Kota yang lengkap Pelaksanaan Kegiatan

4 | Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan Konfirmasi persiapan dan laporan
meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko Pelaksanaan Kegiatan
Banda Aceh

5 | Melakukan evaluasi secara berkala dan Konfirmasi persiapan dan laporan
meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota Pelaksanaan Kegiatan

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan

dalam rangka pengendalian bisa dilihat pada form lampiran.
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2. Evaluasi Terpisah
Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas
penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir
tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah
pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas
setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor
eksternal maupun internal, Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP
Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP  sesuai
tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil
pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Walikota Banda
Aceh.

RTP 2021 23




BAB IV
PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Intern Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun
2021 merupakan salah satu dokumen penting pada penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP} dalam rangka
mewujudkan proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan
yang akan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai Diskominfotik untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai dengan RTP yang telah
ditetapkan ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada
akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan kebijakan
pertanggungjawaban atau Statement of Responsibility dalam laporan
keuangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfotik
Tahun 2021 menjadi sangat penting artinya dalam rangka
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran stratregis Organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
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KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian :2021

NO.

PERTANYAAN /KUESIONER

JAWABAN RESPONDEN (R)

SIMPULAN KUOSIONER

R1 | R2 | R3 | R4 | RS | R6 | Modus

CEE

C

s

Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika
secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya

_keteladanan, pesan moral dil}

Pemda telah memiliki aturan pefilaku (misalhya'kode
etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang
melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran

_aturan perilaku/kode etik

Pelanggaran aturan penlaku/kode etik telah

_yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai | —

#N/A
#N/A

#N/A

#N/A

dlt.mdaldg_;g uti sesuat ketentuan yang berlak

_berkala.

Standar kompetelisi setiap pegawai/posisi wbatan telzh

ditentukan
Pegawal yang kompeten telah secara tepat mengjs;
posisi/jabatan

Pemda telah memiliki dan meuerapkan strategl

__peningkatan kompetensi pegawai

Terdapat pelatihan terkait pengeio!aan risiko, baik
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara

MWW

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

MM

Pimpinan telah menetapkan kebiiakén pengelolaan ‘

risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan
risiko o
lepman menerapkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan

__pengambilan keputusan

Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan
anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko
dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan
risiko/masalah

Gaya pimpinan dabht mendorong pegawal untuk

__meningkatkan kinerja

Pimpinan menetapkan Sasaran st strategxs yang selaras
dengan visi dan misi Pemda

Rencana/sasaran strategis pemda telah dl]abarkan ke |

dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD

_ (cascading)

Rencana strategis dan rencana kerya pemda telah

_ menyajikan informasi mengenai risiko i
Pimpinan berperan serta dan menglkutscrtakan pe)abat

dan

w

W u\ﬂ

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

p __gawai terkatt dalam proses Eingelolaan nsiko ‘

Qeuap Ul usan telah dllaksanakan oleh OPD dan unit
_ kerjayangtepat

Masing-masing plhak dalam orgamsml telah
memperoleh kejelasan dan memahami peran dan
tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan

_ risiko

Pegawal yang ben.ugas di OPD merupak An pegawan N
tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc

_ (sementara)

Adanya transpafansn dan ketepatan waktu pelaporan
pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing

#N/A

#N/A

#N/A

dalam pengelolaan risiko ‘

K;iut{;;i;pendelegas;i;;wewenang telah ditentukan
__dengan tepat

#N/A




) 2” Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab | 2
| . dilaksanakan secara tepat

3 Kewenangan direviu secara periodik

Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur

1 pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen 3 #N/A

sampai

- |- dengan pemberhentianpegawai) | | | - S

Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi
? -.pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik | 3 B I .
3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab 3 #N/A

.ol e B - SIS W GO N N W ;

4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko - #N/A

Adanya pemberian reward dan/ata{u pimfshmeﬁt atas — ) -
5 pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan 2~ #N/A

pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam
. penilaian kinerja)

‘6 | Terdapatevaluasi kinerja pegawai, dan telah
- dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang

| memadai untuk pengembangan SDM

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/
1 efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara 3
2 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan 2
o | hukum dan aturan laimnya 1|
Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi
3 penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan 3
S I kS
4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Z
5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP 2
| telah ditindaldanjuti " e I R
Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi
1 lain yang memiliki keterkaitan operasional telah 3 #N/A
Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait
2 atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, Z #N/A
BPKP, dan BPK) telah terbangun
Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

1: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3. Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: )
“"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai”

R1 = Kadis Kominfotik

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government
RS = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik




KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

kam‘
——

DINAS KOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Tathun Penilaian :2021

JAWABAN RESPONDEN (R)

PERTANYAAN /KUESIONER

R1 ] R2 ] R3 | R4 | R5 | R6 | Modus

b

Pegawai mendapatkan pesan integnmm & mlal enka

secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya
__keteladanan, pesan moral diy o

Pemda telah memiliki aturan penlaku (nnsalnya kode

etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai)

~ yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai _

Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang

melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran

_ aturan perilaku/kodeetik

Pelanggaran aturan penlaku/kode etik telah

WoW e\

#N/A
#N/A

#N/A

#N/A

ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah
% dltentukan S o s s . .
Pegawai yang kompeten ‘telah secara tepat menglm

_ posisifjabatan ]
Pemda telah memiliki dan menerapkan strategl
__peningkatan kompetensi pegawai

Terdapat pelatihan terkait pengelolaan neiko, baik
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

berkala.

EHREn

lepinan telah menempkan kehx}akan pengelolaan
risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan
_ risiko o
P:mpman menerapkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan
~_pengambilan keputusan _
Pimpinan membangun kcmunikasi yang baik dengan
anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko
dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan
__risiko/r masalah
Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai ‘untuk
__meningkatkan kinerja )
Pimpinan menetapkan Sasaran sn'ategm yang selaras
~ dengan visi dan misi Pemda -
Rencana/sasaran strategis pemda telah duabarkan ke
dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD
__(cascading)
Rencana strategns dan rencana kerga pemda telah
_menyajikan informasi mengenai risiko

dan

Pimpinan berperan serta dan mengtkutsertakan pe;abat -

g(m m%o{w b 3Név)

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

pe&gwal terkait dalam proses Melolaan risiko

Setlap Urusan telah dllaksanakan oleh OPD dan umt
_ kerjayang tepat_ o

memperoleh kejelasan dan memahami peran dan

tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan
ristkko

Pegawal yang bertugas di OPD merupakan pegawal

tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc
_(sementara)

pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing

Masing-masing plhékdalam ongamsasnhtelah I

Adanya transparans1 dan ketepatan waktu pelaporan 1

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A

dalam pengelolaan risiko

Kriteria pendelegasian wewenang telah dltentl'l‘kan

| _dengantepat




‘Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
__dilaksanakan secara tepat

Kewenangan direviu secara penodnk

#N/A

Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen

1 3 #N/A
sampai
| _ dengan pemberhentian pegawai) - ) I
2 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi 2 #N / A
“ | pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik L1 & )
3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung ]awab 3 #N / A
| _dankinerja S (SR -
4 Pemda telah mengmternahsasn budaya sadnr nsxko - » #N / A B
v Adanya pemberiaﬁ reward dan, /atau pumshment atas
5 pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan #N/A
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam 3
| penilaiankinerja) IS TR NP S S A .
6 Terdapat evaluasi kmerja pegawai dan telah 2 #N / A
| dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan | y . i _—
7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang #N / A

memadai untuk

_enggmbang' n SDM ’

lnspéktorat Daerah melakukzm revid atas efisiensi/
1 efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara | 3 #N/A
| periodik DTN WSRO WU N—— ; — -
2 lnspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan % #N/A
__hukum dan aturan lainnya o sl
Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi
3 penerapan pengelolaan risiko dan penyclenggaraan 2 #N/A
4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis ~ #N / A
risiko. . I T —
Temuan dan saran/ rekomendasi pengawasan APIP #N/A
> telah ditindaklanjuti > 7 /

Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi T
1 lain yang memiliki keterkaitan operasional telah 3 #N/A
_terbangun )
Hubungan kerja yang  baik dengan instansi yang terkait
2 atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, 3 #N/A
BPKP, dan BPK) telah terbangun )

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatlkan

Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan
Misal:
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

“Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “Kurang Memadai”

W N e

R1 = Kadis Kominfotik

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government
R5 = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik
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KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION ( CEE)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian :2021

S A
JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUOSIONER
NO. PERTANYAAN /KUESIONER R Rz | R3 R 4 T Rs | R6 | Modus CEE
d

Pegawai mendap1tkan pesan mtegritae & nilai etlka
secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya

_ keteladanan, pesan moral dil) .
~ Pemda telah memiliki aturan penhku [mls'llnya vkode
etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawal)

~ yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
Telah lerdapat fungsi khusus di dalam instansi yang,
melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran

~aturan perilaku/kode etik

Pelanggaran aturan perxlaku/kode etiktelah

#N/A

#N/A

#N/A

sN/A

dmndaldan]utx sesuaj ketenman yan&berlaku

BN

_ ditentukan

Standar m;;etentsi setiap pegawai /pc;;iSi “i;batan telah
Pegawai yang kompeten telah secara tepat higngm o
_ posisi/jabatan ) n
Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi

_ peningkatan kompetensi pegawai

Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik
pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara

belemla

™ s o

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

__pegawai terkait

Pimpman telah menetapkan kebliakan pengelolaan
risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan
risiko

lepinan menerapkan pengelolaan risiko dan
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan

_ pengambilan keputusan

Pimpinan membangun komunikasi yang batk ¢ dengan 1

anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko
dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan

__risiko/masalah

Gaya pimpinan dapat mendorong pegawal untuk

___meningkatkan kinerja_

Pimpinan menetapkan Sasaran strateg\s yang selaras

~dengan visi dan misi Pemda

Rencana/sasaran strategis pemda telah dl)abarkan ke
dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD
_(cascading)

Rencana strategis dan rencana ker;a pemda telah
menyajikan informasi mengenai risiko

Pimpinan berperan serta dan menglkutsertakan penbat
dan

m pros

pengelolaan risiko

V)

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit
kerjayangtepat I
Masing-masing pihak dalam orgamsaqn Lelal\
memperoleh kejelasan dan memahami peran dan
tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan

_risiko

Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawm
tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc

_ (sementara)

Adanya transparanm dan ketepatan waktu pelapomn
pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing

#N/A

#N/A

dalam pengelolaan risiko

Kriteria pendelegasian weWénahg telah yditentukz'n'l
_ dengantepat




* Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
. dilaksanakan secaratepat

Kewenangan direviu secara periodik

#N/A

#N/A

Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak relarutmen
sampai

_ dengan pemberhentian pegawal) _
Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosn
__pemilihan SDM telah dilakukan dengan batk

insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab | | |

_dankinerjp

Pemda telah mengmternalisasn budaya sadar rls1k0

~ Adanya  pemberian reward danjatau punishment atas |

pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam
__penilaian kinerja)

Terdapat evaluasi klﬁet]a pegawal i, dantelah
. dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan _

Instansi telah mengalokasikan anggaran yang

memadai untuk pengemhangau SDM

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

__periodik -
lnspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas eﬁsiensi /
efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara

hukum dan aturan lainnya
lnspektorat Daerah memberikan Iayanan fasilitasi

penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan
__SPIP

APIP telah melaksanakan | pengawasan 1berbasis |

_risiko.

" Temuan dan saran/rekomendaén i:engawasan APIP

Lelh dilincadlaciu

Hubungan kerja yang baiktl“engan instansi/ofgén!sési

1 lain yang memiliki keterkaitan operasional telah L/
terbangun EENCN— S 1S SIS, S— - o
Hubungan ker;a yang  baik dengan instansi yang terkait
2 atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, 3 #N/A VJ\
BPKP, dan BPK) telah terbangun
Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

BN =

Ket Jawaban:
Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

* Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
: Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai”, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “Kurang Memadai*

R1 = Kadis Kominfotik

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government
R5 = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik




© - Governmenk,

KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
Tahun Penilaian :2021

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUOSIONER
NO. PERTANYAAN /KUESIONER Ri TR | R3 | R4 | RS | Ré | Modus CEE
a

b C

S

Pegawai mendapatkan pesan mtegmas & nilai etuka

1 secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya g"'i #N/A

| keteladanan,pesanmoratay o} bl

Pemda telah memiliki aturan penlaku (misalnya kode i

2 etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) #N/A
_ yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai _

Telah terdapat fungsn khusus di dalam instansi yang

3 melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran ] #N/A

| awran perilaku/kode etik S WP SR . W S— - ,
4 Pelanggaran aturan penlaku/kode etik telah 7)

‘ dmndaldan]uti sesuai ketentua yang_perlaku

1 Standar kompetensi setiap pegawai /posisi iabatan telah 1} #N / A

PSR dlte“tul{an e ravaiane- —vaman v Bl —areranen T —e. . RO mans e e = e b
2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengm 4N / A

| _posisifjabatan NI (CERTS SUTINE G (Pl SIS SR N e e o
3 Pemda telah memiliki dan menerapkan erategx , #N / A

| _ peningkatan kompetensi pegawai - R P . . o
Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik 2

4 pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara 9 #N/A

berlala._

Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan .
1 risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan ‘
ns‘ko i PSR
Pimpman menerapkan pengelolaan risiko dan
2 pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan 4 #N/A
pengambilan keputusan | I o ‘ |
Pimpinan membangun komunikast yang baik . dengan
3 anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko v\

dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan
__risiko/masalah

- Gaya pimpinan dabatmendorongpegawal untuk B I B B /l
N __meningkatkan kinerja N T . / N #N/A

5 Pimpinan menetapkan Sasaran s‘t.rategls yang s selaras 72 N/A
__dengan visidan misi Pemda 1 A / N/
Reucana/sasaran strategis pemda telah duaharkan ke , ' -
6 dalam sasaran OPD dan tingkat operasioan! OPD ' ( #N/A
_ (cascading) '
7 Rencana strategls dan rencana ker;a pemda telah e 1 1 B
_menyajikan informasi mengenai risiko 2 #N/ A
Pimpinan berperan sertadan menglkutsertakan pe]abat ] . N N
8 dan
pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko '

#N/A

1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit T ;

_ kerjayangtepat o b, #N/A

Masing-masing pihak dalam orgamsasu telah N e i e e e

2 memperoleh kejelasan dan memahami peran dan 2

tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan v #N/A
_risiko

Pegawan yang be&uéas di OPD mempak}an bééaW£| BN D » AR D B R
3 tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc 2 #N/A

_ (sementara) J
Adanya transparansx dan ketepatan waktu pelaporan )

4 pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing
dalam pengelolaan risiko

1 Kriteria pendelegasian wewenang telah dnteutukan ’
__dengan tepat




. 'ﬁéﬁ&éi’égaéiéﬁ'w&eﬁé;hg'cian‘ tanggung jawab
| dilaksanakansecaratepat ..

Kewenangan direviu secara periodik

Pémda telah memiliki Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen

g sampai
| dengan EQ!!!!??F‘??!‘@?DPES?W&)_, P
. Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi
2 | pemilihan SDM telah dilakukan denganbaik .
3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab
4 Pemda telah menginternalisasi b daya sadar risiko
Adanya pemberian reward dan /atau punishment atas
5 pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam
| _penilaiankinerja) o e
6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah
7| dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan | | ...
7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang

memadai untuk pengembangan SOM__

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/

_periodik _

2 | nukumdanaturanlaimya ..
inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi
3 penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan
sk e
4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis
5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP
. telah ditindaklanjuti

1 efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara

inspektorat Daerah melakukan reviu ataskepatuhan |

Hubungan kerja yang baik dengan instansi/brganisasi

1 lain yang memiliki keterkaitan operasional telah #N/A
terbamgun e N P i I—
Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait “}
2 atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, A #N/A
BPKP, dan BPK) telah terbangun
Keterangan: ¢ '\@é) { - ’L\‘
Kolom c diisi dengan jawaban responden ?'E
Ket Jawaban: )

1: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan

Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

“Memadai’, apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila

ditingkatkan

terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai”

R1 = Kadis Kominfotik

R2 = Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government
RS = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik
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KUESIONER PENILAIAN LINGKU
CONTROL ENVIRONMEN

DINAS KOMUNIKAS!, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BAN

Tahun Penilaian :2021

NGAN PENGENDALIAN INTERN
T EVALUATION (CEE)

DA ACEH

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUOSIONER
NO. PERTANYAAN /KUESIONER R1 | R2 | R3 [ R4 | RS [ R6 | Modus CEE
Pegawal mendapatkan pesan integritas & ntlai etika
1 secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya 4 #N/A
keteladanan, pesan moraldll) i S - ;
Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode
2 etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawal) 4 #N/A
| yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai - B PG -
Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang
3 melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran 1 #N/A
| aturan perilaku/kode etik B— e .
4 Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah 2z
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yangberlaku : .
| 1 Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah 2 #N/A
ditentukan I ———, - o —
2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi ‘72 #N/A
“ | posisifjabatan . e {7 e
3 Pem‘da telah memiliki dan mener?pkan strategi 3 #N/A
| _ peningkatan kompetensi pegawai .. -
Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik
4 pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara ja #N/A
| beraa_ - | N T T N
Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan
1 risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan 3 #N/A
Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan
2 pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan \5 #N/A
__pengambilan keputusan )
Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan
5 anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko
3 . : #N/A
dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan
Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk
* | meningkatkanlinea . : 4 . sl 8
Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras
° | denganvisidanmisiPemda . | o 4 3 - .
Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke
6 dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD 3 #N/A
| (cascading) _ B
o Rencan':a str:ftegis dar} rencana kerja pemda telah \'5 #N/A
' |  menyajikan informasi mengenairisiko " -
Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat o
8 | dan 4 #N/A
pggawai terkait dalam proses pengelolaan risiko '
Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit '
V| kevayamgrepat b} 4 s
Masing-masing pihak dalam organisasi telah T o o
2 memperoleh kejelasan dan memahami peran dan
s s g #N/A
nggung jawab masing-masing dalam pengelolaan
Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai R
3 tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc ('f #N/A
Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan e - i
4 pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing 3 #N/A
.M,.wa«.@mwl_ean risiko_
1| dengantepat ] N ks




"~ pendelegasian wewenang dan tanggung jawab T 1 #N/A
 dilaksanakan secara tepat

Kewenangan direviu secara periodik

‘ Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur

1 pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen 5 #N/A

sampai
| denganpemberhentianpegawai) . o oo N [ N ——

2 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi

% | pemilihan SDM telah dilakukan denganbaik ________} . {-

3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab

4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko
Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas

5 pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam

| _penilaiankinerja) s
6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah

dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan
Instansi telah mengalokasikan anggaran yang
* | memadai untuk pengembangan SOM____

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/

1 efektivitas pelaksanaan setiap urusan /program Secara
) perodik e
Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan
2 .
~“ | _bukumdanaturanlainnya e
Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi
3 penerapan pengelolaan risiko dan penyclenggaraan
i SPIP i pos - e e i o et et b e < 0 s et i e =
% APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis
b mstke e
5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP
telah ditindaklanjuti

Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi

1 lain yang memiliki keterkaitan operasional telah Lf #N/A
Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait
2 atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, 4; #N/A
BPKP, dan BPK) telah terbangun

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan
Misal:
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

*Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai”

N e

R1 = Kadis Kominfotik

R2 = Sekretaris

R3 =Kabid PIP

R4 =Kabid E-Government
R5 = Kabid Smart City

R6 = Kabid Statistik 1Kakr d - #C
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KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
Tahun Penilaian :2021

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN KUOSIONER
NO. PERTANYAAN /KUESIONER RL | R2 T R3 [ Ra | RS T Ré [ Modus CEE
Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai ctika
1 secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya

o
3=
&
>
L 3
RS

keteladanan, pesan moraldil)

" pemda telah memiliki aturan perilz{ktrl»(r»i-\isa!hﬁ kode | | : .
2 etil, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) 4 #N/A !“""""ﬂ‘ v
 yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai_ | {. |- oo T s S
Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang .
3 melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran #N/A g O

_aturan perilaku/kode etik

Pelanggaran aturan perilaku/kodé etik telah

o
. B
Zz |
~
i »

ditindaklanjuti sesuai ke EE‘!?“;X"“,&PSX‘E‘.‘.‘“
1 S?mdérkonipetehsi setiap pega;/véi/posisi jabatan telah = #N/A s
ol diemtukan e U S - el Bl
2 Peg'fw_vzfi yang kompeten telah secara tepat mengisi 3 #N/A sv\uvw-QM
3 Pem.da telah memiliki dan mener:apkan strategi 3 |un/a " g
7 | _peningkatan kompetensi pegawal ... i . P e
Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik
4 pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara 2. [#N/A I - mema den

’ berkala.

Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan .
1 risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan 9. [H#N/A k. \v\-eﬁz:uQA
Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan .
2 pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan 2 #N/A le. memaflem
_pengambilan keputusan " B
Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan A
anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko i
i dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan 3 L i
Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk ; - iv:by\ Qw_, 1
% | meningkatkankineria .. I U B il ol ‘
. Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras TN
> | demganvisidanmisiPemda . .} . I EH WG Mt
Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke \ :
6 dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD L{ #N/A e s
| (cascading) . .
Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah | B O T
7 ; .
 menyaitkan informasi mengenairisiko | | {4 d & /| be-menaden
Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat A
8 | dan #N/A e 0,0
. nLin
- >egawai terkait dalam proses pengelolaan risiki J A 5
D Ak GRURTOR OREANI R TR R ‘ AL/ KURANG
' Sétiap Urusan telah dilaksén;I:an ‘orl'eil'n’ OPD dan u“n'it N \ T | B | " AR
Y| kerjayangrepat b L 3 |pa s Do
Masing-masing pihak dalam organisasi telah \ -1t
2 memperoleh kejelasan dan memahami peran dan ! | .
tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan b! whA. fgen .;j),.:‘
5 Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegaw;ai T 1 ~ T
tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (f Jan/a P .
| Gementara) o A
Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan o ] e
4 pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing ‘5 |#N/A - )
- ‘_wda!a’m engelolaan risiko LB W""‘p o

1 Kriteria pendelegasian wewenang télah ;:litenmkan k
_ dengantepat




'?endelegasiéh“v-véwenang dan téhggﬁﬁé]awab » Y #N/A . o &
dilaksanakansecaratepat . . |ohee b T T g e i Ml —
dik o #N/A Mem g & oy ]

Kewenangan direviu secara peri

Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen
sampai
dengan pemberhentian pegawai) . .|
Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi

~ pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik _
Insentil pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab

_dankinerja_

4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko
Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas
pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan
pertanggungiawaban pengelolaan risiko dalam
penilaian kinerja) e
Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah

dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan__
Instansi telah mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk .,P%"&‘i'ﬂhﬁ,‘l&l‘,‘f

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/

1 efektivitas pelaksanaan setiap urusan /program Secara

2 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan

hukum dan aturan lainnya .

Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi

3 penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan

R+ L ——— .
APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis

5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP

telah ditindaklanjuti R .
Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi r

1 lain yang memiliki keterkaitan operasional telah \/l #N/A M"\“aﬂ—\;\

terbamgun e

Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait

2 atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, 3 #N/A VOJ\‘@L-.,‘

BPKP, dan BPK) telah terbangun

Keterangan:
Kolom c diisi dengan jawaban responden
Ket Jawaban:
1: Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3. Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4

. Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan
Misal:

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai” apabila
terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “Kurang Memadai”

R1 = Kadis Kominfotik

R2 =Sekretaris

R3 = Kabid PIP

R4 = Kabid E-Government A

; wW
RS = Kabid Smart City @ wa
R6 = Kabid Statistik




Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda

: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Tahun Penilaian : 2021
No. Sumber data Uraian Kelemahan Klasifikasi

a b c d

1 Df';lftar Urutan Kepangkatan Banya'k‘pega.\/\'/a} yang belum memiliki sertifikat kompetensi namun telah Rismitmen Verheidap kompetens
Dinas mengisi posisi/jabatan

2 |RKA/DPA Belum adanya pelatihan pengelolaan resiko secara berkala Komitmen terhadap kompetensi

3 ngumen/Data Dukung RTP B.elun"l adanya kejelasan arah pengelolaan resiko yang telah ditetapkan oleh Repamisgingn yang Kondnsit
Dinas pimpinan

4 Df)kumen/Data Dukung RTP P‘eneljapan pengelolaan dan pengendalian resiko belum dilaksanakan oleh Repemimplsan yams KondnsiF
Dinas pimpinan
Rencana Strategis, Rencana |Belum tersajinya informasi terkait resiko pada rencana strategis dan rencana . .

5 . . . Kepemimpinan yang Kondusif
Kerja Dinas kerja Pemkot/Dinas

6 Dkaumen/Data Dukung RTP [Pimpinan belum sepénuhnya berperan dan mengikutsertakan pejabat/pegawai Kepesimpitng yme Kondusie
Dinas dalam mengelola resiko

. 0 Y
7 s e Masih banyaknya pegawai yang bersifat adhoc (sementara/pegawai kontrak) ISR R, SHGH ST Gy ERnloan JADg

Non-PNS Dinas

Sesuai dengan kebutuhan

Banda Aceh, 08 Februari 2021

a Banda Aceh

J
)
o 4

kasi, Informatika dan Statistik




Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Tahun Penilaian : 2021
Hasil Reviu Hasil Survei Persepsi ; :
No. Sub unsur Hasil|Uraian Hasil e Simpulan Penjelasan
a b C d e f g h
1 |Penegakan integritas dan nilai etika - - Memadai - Memadai -
Banyak pegawai yang belum Banyak pegawai yang belum
) ) Kurang memiliki sertifikat kompetensi |Kurang memiliki sertifikat kompetensi
Memadai namun telah mengisi Memadai namun telah mengisi
2 |Komitmen terhadap kompetensi posisi/jabatan posisi/jabatan
Rurahia Belum adanya p.elatlhan Rurang Belum adanya p?latlhan
. pengelolaan resiko secara . pengelolaan resiko secara
Memadai Memadai
berkala berkala
Belum adanya kejelasan arah Belum adanya kejelasan arah
Kurang . Kurang .
- - . pengelolaan resiko yang telah : pengelolaan resiko yang telah
Memadai . L Memadai . e
ditetapkan oleh pimpinan ditetapkan oleh pimpinan
Ripang Penerapan_ penge.lolaan dan Kurans Penerapan. penge.lolaan dan
Memadai pengendalian resiko belum Memadai pengendalian resiko belum
dilaksanakan oleh pimpinan dilaksanakan oleh pimpinan
Belum tersajinya informasi Belum tersajinya informasi
3 |Kepemimpinan yang kondusif Kurang terkait resiko pada rencana Kurang terkait resiko pada rencana
Memadai strategis dan rencana kerja Memadai strategis dan rencana kerja
Pemkot/Dinas Pemkot/Dinas
A A e Pimpinan belum sepenuhnya
berperan dan :
Kurang : Kurang berperan dan mengikutsertakan
. mengikutsertakan . : ;
Memadai ; . Memadai pejabat/pegawai dalam
pejabat/pegawai dalam ,
: mengelola resiko
mengelola resiko




o . Kurang Ma51.h banyaknya pegawai yang Kivang MaS].h banyaknya pegawai yang
Struktur organisasi sesuai kebutuhan . bersifat adhoc . bersifat adhoc
Memadai . Memadai .
(sementara/pegawai kontrak) (sementara/pegawai kontrak)

Pendelega.smn wewenang dan Memadai i Memadai )
tanggung jawab yang tepat
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan : ,

. M -
yang Sehat tentang Pembinaan SDM BlEmREs eHacal
Perwujudan peran APIP yang efektif Memadai - Memadai -
Hubungan Ker]Ia yang Balk.dengan Memadai ) M _
Instansi Pemerintah Terkait

Banda Aceh, 08 Februari 2021
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda

: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Tahun Penilaian

: 2021

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2017-2022
Sumber Data : RPJM Tahun 2017-2022
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah

Misi Strategis RPJMD

1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat

4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

6. Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda

5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan Strategis RPJMD

1.1 Terwujudnya Nilai-Nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh

2.1 Mewujudkan Pendidikan Kota Banda Aceh yang Bermutu, Berdaya Saing, berkarakter islami dan
berprestasi

3.1 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusive dan berkelanjutan

4.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

6.1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan
berkesinambungan

7.1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk

Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis
Pemda

5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik




Sasaran RPJMD

1.1.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam

2.1.1 Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan
3.1.1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat

4.1.1 Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat

5.1.1 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi

5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
6.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni
6.1.2 Mitigasi kebencanaan yang tangguh

6.1.3 Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan

7.1.1 Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak

7.1.2 Pengendalian pertumbuhan penduduk

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis
Pemda

5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

IKU Sasaran RPJMD

1.1.1.1 Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh

2.1.1.1 Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah
3.1.1.1 Angka Kemiskinan

3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

3.1.1.3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi

4.1.1.1 Persentase Indikator Kota Sehat yang Terpenuhi
5.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik
6.1.1.1 Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni

7.1.1.1 Indeks Pembangunan Gampong (IPG)

7.1.1.2 Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi

Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda

5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Prioritas pembangunan dan program unggulan

Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Nama Dinas Terkait

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik




Tujuan
5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian|Sasaran
risiko 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

IKU
5.1.2.1 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Banda Aceh, 08 Februari 2021

ﬂKepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
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PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama Pemda

Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Tahun Penilaian

2021

Periode yang dinilai

Periode Renstra Tahun 2017-2022

Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Sumber Data

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Tujuan Strategis

Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran Strategis

1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

IKU Tahun 2021
1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat 20%
AR EREta D 2. Persentase Website OPD yang Aktif 75%
3. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan 50%

Program

1. Informasi & Komunikasi Publik

2. Aplikasi Informatika

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Informasi Lain

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan Penilaian

Risiko

Tujuan Strategis :
Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

Sasaran Strategis :
1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

IKU Strategis :

1. Persentase Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi
2. Persentase Website OPD yang Aktif

3. Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan




Banda Aceh, 08 Februari 2021

paso; mka51 Informatika dan Statistik
RINT!K ba Banda Aceh 77



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nama Pemda

Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Tahun Penilaian

2021

Periode yang dinilai

Periode Renstra Tahun 2017-2022

Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Sumber Data

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Tujuan Strategis

Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda
Aceh

Program Diskominfotik
dan Kegiatan Utama

Program :

1. Program Informasi & Komunikasi Publik

2. Program Aplikasi Informatika

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan

1.1 Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota

4.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota

4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota

Keluaran/Hasil Sub
Kegiatan

1.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 12 Aspirasi
1.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi 600 Berita
Publik

1.1.3 Pelayanan Informasi Publik 12 Permohonan
1.1.4 Layanan Hubungan Media 5 Media
1.1.5 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan 10 Kali
1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 45 Orang
1.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan 1 Kali

Kemitraan Komunitas

2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 44 SKPD
2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam 47 Orang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota

2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 1 Tahun
2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 1 Dokumen
2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 3 Aplikasi
Berbasis Elektronik

2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota 2 Jenis

Cerdas dan Kota Cerdas

3.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu 68 Orang
Statistik Daerah yang Terintegrasi

3.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 34 0PD
4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 1 Tahun
Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota 200 Surat

Informasi Lain




Program :

1. Program Informasi & Komunikasi Publik

2. Program Aplikasi Informatika

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

1.1 Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.1 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

2.2 Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota

3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota

4.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota

4.2 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota

Sub Kegiatan :

Program, Kegiatan, dan 1.1.1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Keluaran/Hasil Sub . |1.1.2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Kegiatan yang akan " 11.1.3 Pelayanan Informasi Publik

dilakukan penilaian risiko 1.1.4 Layanan Hubungan Media

1.1.5 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

1.1.6 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

1.1.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.1.1 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2.2.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota

2.2.2 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

2.2.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

2.2.4 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.2.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota
Cerdas

3.1.1 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah
yang Terintegrasi

3.1.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

4.2.1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota




Identifikasi Risiko Strategis Pemda

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tahun Penilaian 12021
Periode yang dinilai : RPJMD 2017-2022
Tujuan Strategis : Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika
Risiko Sebab Dampak
No Tujuan/Sasaran Strategls Hicicitay Kineda Uraian Kode Resiko Pemilik Uraian Sumber S st Uraian Pihak yang Terkena
a b [ d e f g h i j k

Tujuan Strategis Pemda 5.1

Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

Sasaran 5.1.2 Meningkatnya Nilai Nilai Indeks RSP.21.16.19.01 |Walikota Rendahnya Internal C |1 Tidak Efesiennya

pengembangan dan pemanfaatan |Pemeringkatan Pemerintahan Banda Aceh |[Kepatuhan Atas Belanja TIK

teknologi informasi dan Pemerintahan Berbasis Peraturan 2. Pengelolaan TIK Secara

komunikasi (TIK) Berbasis Elektronik | Elektronik Perundang- Sendiri-sendiri (Silo) Walikota, OPD

Rendah Undangan terkait 3. Tidak terintegrasinya Terkait, Masyarakat
Pemerintahan Sistem Informasi/Aplikasi
Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Banda
Aceh

ik




Nama Pemda

Nama OPD

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis

Sasaran strategis OPD

Urusan Pemerintahan

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

12021
: Periode Renstra 2017-2022

: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

: 1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Risiko Sebab Dampak
No Tujuan/Sasaran Strat
i pEn Indiiatar finecie Uraian Kode Resiko Pemilik Uraian Sumber | 5/9C Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tujuan Strategis :
Tersedianya Data dan Informasi
yang Berkualitas dan Terintegrasi
dalam Kota Banda Aceh
Sasaran Strategis 1 : Tersedianya . e — 5 TR
Data Statistik Sektoral yang Persentase data Statistik Sektoral Kota Mbtiniys D_aba Stat_mnk‘Sektoral . ) . o |Belum bakunya standar data yang Fidales R dats stk Masyarakat dan
. ) . e ore ) yang tersedia dan bisa dikelola oleh  |RS0.21.20.19.01 | Kadis Kominfotik | . ) . Internal C  isektoral yang lengkap, baku dan L
1 |[Berkualitas dan Terintegrasi Banda Aceh terupdate dan tepat waktu |7 o digunakan serta kurangnya petugas ahli Pemko Banda Aceh
Diskominfotik terbarukan
Iriformasivaripdissiilanmads OPD kurang aktif di dalam melakukan Informasi kinerfa OPD dan Aissvaraicitdan
) 1. Persentase Website OPD yang Aktif ) y & ) B RS0.21.16.19.02 | Kadis Kominfotik jupdate berita dan informasi melalui Internal C [Pemerintah Kota yang bisa diterima 24
Sasaran Strategis 2 : website OPD tidak update bsite vz sikelol loh masvarakat tidak update Pemko Banda Aceh
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola wedsite yang (kelod _‘;; l:nt y T tpl ‘l ™
Teknologi Informasi dan 2. Cakupan Layanan E-Government Kurang dan lambatnya implementasi Terbatasnya SDM, Sarana dan Prasarana P:ena eljll;::;:z::md?r:;erni;za)ian
Pengelolaan Informasi Publik ) P - Teknologi Informasi dan Komunikasi |RS0.21.16.19.03 | Kadis Kominfotik | TIK serta lemahnya koordinasi dan Internal | C & : Pemko Banda Aceh

yang dilaksanakan

di OPD

Integrasi TIK

Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kota

DINAS KOMUNIK

MR

nAN €

Utatna

/




Nama Pemda

Nama OFPD

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis

Sasaran strategis OPD

Urusan Pemerintahan

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

12621

: Periode Renstra 2017-2022
: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Acch

: 1. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Indikator Risiko yang Teridentifikasi Penyebab D K
No Sub Kegiatan c/uc =
gl Keluaran Tahap Uraian Kode Resiko Pemilik iraian Sumber / Uraian Pihak yang Terkena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pertanggunglawaban Pertanggungjawaban tidak tepat R00.21.16.19.0 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Tcrhaxnbaln)fa proses keseluruhan terkait
waktn 1 pertangeungjawaban anggaran
at: E 00.21.16.19.
Jumlah Aspirasi  |Perencanaan SZ:l?uTPUIEZbddm terkendalacieh l; 2116130 Kadis Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait Perencanaan tidak matang dan terstruktur
| |Menitoring Opini dan atau P duan g S¢ TR L e P Fivsterndl, | i Diskominfotik dan
Aspirasi Publik Warga yang Pelaporan Laporan tidak lengkap 3 T PIP t:r::‘ :::::‘_ ANUKAN seeara enexap cang & Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan Masyarakat
Direspon 7
Pemantauan dan K-urang baiknya respnn')anAg R0O0.21.16.19.0 Evaluasi hanya dilakukan saat ada aspirasi Respon yang diberikan kepada warga tidak
. diberikan terhadap aspirasi atau Z
Evaluasi 4 atau pengaduan saja memuaskan
pengaduan
De, i an ti at 9 - N g .
Pertanggungjawsban Pertanggungjawaban tidak tepat R0O0.21.16.19.0 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhambatn){d proses keseluruhan terkait
wakiu 5 pertanggungjawaban anggaran
Pengelolaan Konten dan ]um.le.xh Rilis . |Perencanaan Pengum.pu]dn dataterkendalziolely |RO021:1619.0 Kadis Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait Perencanaan tidak matang dan terstruktur . TR
. . Berita, Informasi berbagai sebab 6 u e . . Diskominfotik dan
2 |Perencanaan Media dan Liputanyang ROOS1T6150 Kominfotik/Kabid el o erebd Eksternal C Masyarakat
iy i 2 @ e .21.16.19. elaporan tidak dilakukan secara lengkap dan . 4 @ A
Komunikasi Publik dipublilasi Pelaporan Laporan tidak lengkap 7 PIP (oectriltir Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan
Pemantauan dan Kurangnya tenaga jurnalis dan R0O0.21.16.19.0 Evaluasi hanya dilakukan terhatas pada Jumlak rilis berita, informasi dan liputan
Evaluasi reporter (media) 8 kuantitas berita, informasi dan liputan tidak mencapai target
ja ida g 1).21.16.19. X g t; S terkait
Pertmazmglawatin Pgr\anggung)awahan tidak tepat R00.21.16.19.0 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhamba nya proses keseluruhan terkai
waktu 9 pertanggungjawaban anggaran -
Jumlah ——— Pcngumpulan data terkendala oleh [RO0.21.16.19.1 ) Kurangnya Km'n dinasi dengan SKPD terkait Perencanaan tidalo matarg dan terstrukrur
" " Permohonan berbagai sebab 0 Kadis Informasi Publik . 5 e g
Pelayanan Informasi . . . = . e - . - - Diskominfotik dan
3 Publik Informasi Publik Pelaporan T — R0O0.21.16.19.1 |Kominfotik/Kabid|Kurangnya SDM di dalam mengelola Eksternal C | Tidak terpenuhinya dokumen pelaporan Masyarakat
yang Direspon P P SKap 1 PIP permohonan informasi publik yang diterima permohonan informasi publik
dan Diverifikasi 2 as i dala
Pemantauan dan Kurangny: = ‘er)aga SDhEdicalan) R00.21.16.19.1 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada Informasi publik yang dimohon tidak lengkap
4 . proses verifikasi dan respon . 5 5 " 3 N G
Evaluasi X . B 2 kuantitas permohonan informasi publik direspon, diverifikasi dan diberikan
permohonan informasi publik
jawa i E .21.16.19. { kait
Pectangaubigiawaban Pertanggungjawahan tidak tepat RO0.21.16.19.1 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap "Ierhambatnxa proses keseluruhan terkai
waktu 3 pertanggungjawaban anggaran
Media atz 2 0.21.16.19. y inasi erkai
Jurnl?.h L Pengmnpulan data terkendala oleh |R00.21.16.19.1 Kmang‘ny}a Koordinasi fienga:} SK!"D terkait Perencanaan tidak matang dan terstruktur
Massa dan Media berbagai sebah 4 Kadis informasi yang harus didesiminasikan P—
Layanan Hubungan Luar Ruang yang . R00.21.16.19.1 oo e | Kurangnya SDM di dalam mendesiminasikan . |Tidak terpenuhinya target laporan informasi Diskominfotik dan
. 2 ? a fotik/Kab = E €
4 Media Digunakan Untuk Pelaporan Laporan tidak lengkap 5 Kominfotik/Kabid informasi -+ dan yang didesiminasikan Masyarakat
S PIP Eksternal
Mendesiminasika Terbatasnya pemahaman dan
ninformasi Pemantauan dan tenaga SDM di dalam R00.21.16.19.1 Evaluasi hanya dilakukan terhatas pada Kurang maksimal di dalam mengidentifikasi
Evaluasi mengidentifikasi media informasi 6 kuantitas media yang digunakan media informasi yang harus didesiminasikan
yang harus didesiminasikan
jé i 0.21.16.19. ses ¢ an te i
Berianggungjawaban Pertanggungjawaban tidak tepat R0O0.21.16.19.1 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhambatnya proses keseluruhan terkait
jumlah waktu 7 ertanggungjawaban anggaran
P Sana 0.21.16.19. g inasi de: § erkai
elﬁx}cﬁnfan Biencanaati PengumPulan data terkendala oleh |R00.21.16.19.1 ) Kurangnya Koorfhr‘l.bl _dcngan SKPD terkait Perencanaaniidikmatang dan ferstrulitur
Kemitraan Dengan Sesialisasi berbagai sebah 8 Kadis pelaksanaan sosialisasi Internal Diskominfotik dar
5 Pemangku Kep:ntingan Internet Syariah T p— " RO0.21.16.19.1 |Kominfotik/Kabid|Kurangnya SDM di dalam melakukan proses dan C | Tidak terpenuhinya target pelaksanaan Masyarakat
= di Fasilitas Publik P P Brap 9 Smart City pelaporan pelaksanaan sosialisasi Eksternal sosialiasi )
Kota Banda Aceh maksimalnya kriteris
Informasi Pemantauan dan Belurk Bl ya kaiteria R00.21.16.19.2 Evaluasi hanya dilakukan terhatas pada Target lokasi yang dipilih sebagai tempat

Evaluasi

penetapan lokasi yang akan
dilakukan sosialisasi

0

kuantitas lokasi sosialisasi

sosialisasi tidak sesuai dengan sasaran




Pertanggungjawaban tidak tepat

R00.21.16.19.2

Terkambatnya proses keseluruhan terkait

J iawaba 1 an tids
Jumlah SDM OPD Pertanggungjawaban waktu 1 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap erbininE vAbAN ARREaraL
yang diberikan .y X : . Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan
Penguatan Kapasitas Pelatihan Perencanaan Pengun)PMAn data terkendala oleh |R00.21.16.19.2 Kadis stakeholder lainnya terkait pelaksanaan Internal Perencanaan tidak matang dan terstruktur . .
berbagai sebab 2 o . . Diskominfotik dan
6 |Sumber Daya Penguatan Kominfetik/Kabid | pelatihan dan Masyaralat
Komunikasi Publik Kapasitas Sumber Pebporan \apor tidalk ltika R00.21.16.19.2 Srmart City Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan| Eksternal Tidak terpenuhinya target pelaksanaan =
Daya Komunikasi PO ROran Bap 3 terstruktur pelatihan
Publik Pemantauan dan Adanya pembatasan prosesi R00.21.16.19.2 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada Tidak terlaksananya prosesi pefatihan SOM
Evaluasi pelatihan secara tatap muka 4 kuantitas SDM yang diberikan pelatihan ¢ anya pl peat:
Pertanggungjawaban Pertanggungiawaban tidak tepat R00.21.16.19.2 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap rerhambam)la proses keseluruhan terkait
waktu 5 pertanggungjawaban anggaran
Jumlah Kurangnya Koordinasi dengan SKPD dan
Penyelenggaraan Pembinaan Pengumpulan data terkendala oleh |R00.21.16.19.2 . B2yl ordina ng @
Perencanaan b Kadis stakeholder lainnya terkait pelaksanaan Perencanaan tidak matang dan terstruktur ¢ 3
Hubungan Masyarakat, |Kelompok berbagai sebab 6 o i : 5 Diskominfotik dan
7 Y o e Kominfetik/Kabid | pelatihan KIG Eksternal
Media dan Kemitraan Informasi R00Z116.192 PIP el P, T~ vt e . P Masyarakat
Komuinitas F— : 7 e § .21.16.19. elaporan tidak dilakukan secara lengkap dan i erper ya target p 1
Dil ‘p g'y ‘g Pelaporan Laporan tidak lengkap 7 terstruktur elatihan KIG
Pemantauan dan Adanya pembatasan pelaksanaan  |R00.21.16.19.2 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada Ansgarain tdak terserap secari maksimsl
Evaluasi kegiatan pelatihan KIG 8 kuantitas KIG yang diberikan pelatihan Bgara -
Pestanggungfawaban Pertanggungjawaban tidak tepa R00.21.16.19.2 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhamhatn}-rd proses keseluruhan terkait
waktu 9 pertanggungjawaban anggaran
N Jumiah SKPD Kurang lengkapnya pemahaman | 51 16 16 3 L Kurangnya Koordinasi dengan SKPD terkait ,
Penyelenggaraan Sistem |yang Diberikan  |Perencanaan terkait dengan layanan jaringan 0 Kadis dengan layanarn jaringan intra yang diberila Internal Perencanaan tidak matang dan terstruktur
8 |jaringan Intra Layanan faringan intra Kominfotik/Kabid engan 1ay ?jaringan | HAREICINERAA dan Diskomintotik dan OPD
Pemerintah Daerah Intra (WAN) o R0O0.21.16.19.3 | E-Government |Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan| Eksternal Tidak terpenuhinya target layanan jaringan
Pemerintah Pelaporan Laporan tidak lengkap 1 terstruktur iite vase diberliai
Pemantauan dan Adanya pembatasan terkait dengan {R00.21.16.19.3 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada Layanan Jaringan Intra belum simal
Evaluasi pemeliharaan layanan jaringan intra |2 kuantitas jaringan intra yang diberikan Y ng
Pettanggungjawaban Pertz?llggung]awaban tidak tepat BOO;Z 1:16:19:3 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhambatnya proses keseluruhan terkait
i : wakiu 3 pertanggungjawaban anggaran
Penatalaksanaan dan Jumlah SDM Kurang lengkapnya pemahaman
5::5:;:;2? ;alam ;?l:luh l);:rtl:fk Perencanaan terkait dengan dokumen proses }:OO 2116193 Kadis Sura:iny a":(ho;:nasrl iznizimn?:(PD terlsait Perencanaan tidak matang dan terstruktur
9 | Penyclenggaraan Db s bisni yang harus disiapkan Kominfotik/Kabid | “¢"82" P¢ L PEOSES b Fksternal Diskominfotik dan OPD
v i o E - idak di oy T - T < inva g
Pemerintahan Dacrah Dokumen Proses |Pelaporan Laporan tidak lengkap 500.1 1.16.19.3 | E-Government |Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan l?d."{k terpengl?myd target dokumen proses
Kota Bisnis SKPK 5 terstruktur bisnis yang disiapkan
Pemantauan dan Proses Bisnis yang harus disiapkan [R00.21.16.19.3 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada SDM Pemda tidak mampu untuk membuat
Evaluasi tidak bisa diselesaikan 6 kuantitas aplikasi yang dibuat dokumen proses bisnis
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban tidak tepat R00.21.16.193 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhamhatn)‘/a proses keseluruhan terkait
waktu 7. pertanggungjawaban anggaran
- ) Kurang lengkapnya pemahaman g . : b p . .
Jumlah Jangka Perencanaan terkait dengan pusat data yang ROOZ116093 Kadis Kurunignya perencanaan spesifikasi pusat Internal Perencanaan tidak matang dan terstruktur
Pengelolaan Pusat Data | Waktu Pelayanan 44y 8 < -1 1 1| data yang sesuai dengan standar 2 A 4
10 ; . harus disiapkan Kominfotik/Kabid dan Diskominfotik dan OPD
Pemerintahan Daerah Operasional = 5 ” . - -
) : R00.21.16.19.3 | E-Government |Pelaporan tidak dilakukan secara lengkap dan| Eksternal Tidak terpenuhinya target standar pusat data
Pusat Data Pelaporan Laporan tidak lengkap R
9 terstruktur yang diharapkan
Pemantauan dan Pemelibaraan pusat data yang R00.21.16.194 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada Layanan pusat data yang dimiliki tidak
Evaluasi dimiliki kurang maksimal 0 layanan pusat data yang diberikan maksimal digunakan oleh OPD
o Pertanggungjawaban tidak tepat R00.21.16.19.4 g ; " Terhambatnya proses keseluruhan terkait
Pertanggungjawaban alktn 1 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap ertnEe A aban AR
. Kurang lengkapnya pemahaman terkait ; P o
Koordinasi dan Jumlah Dokumen |Perencanaan Tidak terpenuhinya target SPBE 300'21'16'19'4 Kadis dengan kelengkapan dokumen arsitektur Internal Surangny: k::;d;n;s;ﬁt;x;{?ilﬁ]e{rﬁltla
11 |Sinkronisasi Datadan | Arsitektur SPBE Kominfotik/Kabid | SPBE Kota dan “oAILEerEheanaan AR Diskominfotik dan OPD
Informasi Elektronik Kota 16.19. E-Government Eksternal ’ anz i ;
e Pelaporan Laporan tidak lengkap ROO:2116194 ’ Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap KoteDalamen Perencanaan tidaiematang
3 dap terstruktur
Pemantauan dan Masih lemahnya koordinasi TIK R00.21.16.19.4 Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada Sarana dan Prasarana TIK yang dimiliki OPD
Evaluasi antar OPD 4 layanan TIK yang dimiliki Diskominfotik tidak sesuai dengan standar
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban tidak tepat R00.21.16.19.4 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap rerhambam}‘ra proses keseluruhan terkait
waktu ) pertanggungjawaban anggaran
— Perencanaan pengembangan RD0.21.16.194 Kurangnya koordinasi antar OPD terkait Aplikasi khusus yang dikembangkan tidak
Pengembangan Aplikasi . . |Perencanaan S . i dengan prosedur dan kelengkapan : .
S Jumlah Aplikasi aplikasi khusus tidak lengkap 6 Kadis ° W Internal memiliki dokumen perencanaan
-, |dan Proses Bisnis . R . ;| pengembangan aplikasi khusus g
12 Peiierintakizn Berbass Khusus yang TREETEY) Kominfotik/Kabid dan e e g D ik dan OPD
Elektronik Dikembangkan | Pefaporan Laporan tidak lengkap i E-Government | Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Eksternal idak terpenufiinya target aplikasi khusus

7

Pemantauan dan
Evaluasi

masih banyak OPD yang tidak layak
di dalare mengembangkan aplikasi
khusus

R00.21.16.194
8

Evaluasi hanya dilakukan terbatas pada
jumlah aplikasi khusus yang dikembangkan

yang sesuai standar

Aplikasi khusus vang dikembangkan tidak
sesuai standar




Pengembangan dan

Jumlah Jenis

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban tidak tepat
waktu

R00.21.16.194
9

Dokumen Perencanaan penguatan

Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap

Kurangnya koordinasi antar OPD dan
stakeholder terkait lainnya perihal prosedur

Terkambatnya proses keseluruban terkait

pertanggungjawaban anggaran

R00.21.16.19.5 5 Command Center Kota tidak memiliki dasar
Pengelolaan Ekosistem Penguatan Perencanaan FOmmant centsr Kota BandaAteh 0 Radis dan kelengkapan Penguatan Command Center Internal perencanaan yang lengkap
13 Command Center tidak lengkap Kominfetik/Kabid dan Diskominfotik dan OPD
Kabupaten/Kota Cerdas Kotayang E-Governiieit Kota Eksternal
n R ROUZTTOTTT A2 nm: . ol . %3
dan Kota Cerdas Difaksanal Peiagoran Laporan tidak lengkap l'é)oklumt.?r}l‘ Pelak;ial:f::l( nd:xk :;rtlagkagd Penyerapan anggaran tidak maksimal
Pemantauan dan Command Center Kota belum R00.21.16.195 valuastnanys an er‘ s pada Tidak terpenuhinya target penguatan
i . ¥ ; pengadaan sarana tanpa pertimbangan X
Evaluasi memenuhi standar yang diharapkan | 2 . command center kota sesuai standar
standar yang dikarapkan
j i t t .21.16.19. e: ai
Pentanggungiawabas Pertanggungjawaban tidak tepal R00.21.16.19.5 Dokunen Pelaksanaan tidak lengkiap Terhambatn}fa proses keseluruhan terkait
waktu 3 pertanggungjawaban anggaran
Peningkatan kapasitas Jumlah SDM Kurangnya koordinasi antar OPD dan
8 P Pemda yang Kurangnya pemahaman akan mutu |R00.21.16.19.5 5 v stakeholder terkait lainnya perihal Rendahnya kualitas mutu dokumen
SDM Pemda dalam Memiliki Perencanaan it S P Kadis iekatanpen A — Internal cans: dilaksanakan
14 |Peningkatan Mutu e Integran statisliccaera Kominfotik/Kabid | P€™i"8<a4n perencanaan mutu integrasi dan perencanaan yang dilaks Diskominfotik dan OPD
Statistik Daerah yang Kapasitas Mutu TT T T T T Statistik statistik daerah, Eksternal
Terintegrasi ID nat:i:si Statistik Pelaporan l;\?oran tidak lﬁix:_;gkal;: s o Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap g(l:):;)ze.rdadkggn angaua?nd;ilia.k ma;simka; —
Pemantauan dan elum terpenuhinya kebutuhan 51 46405 Belum maksimalnya bimtek yang diberikan o Rtidakmamptl & da antekengiapt moty
Evaluasi SDM yang bertugas di dalam proses Kesda SDM itearadt staticle dasrah integrasi data statistik daerah yang
uas integrasi mutu statistik daerah pacd 5 T diharapkan
j idak t 21.16.195 ambsz s kesel E ai
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban tidak tepat R00216:19.5 Dokumen Pelaksanaan tidak lengkap Terhdmbatn)_/a proses keselurubanterkate
waktu 7 pertanggungjawaban anggaran
. D) vane s B inasi antar (
l‘,lmld,lz - I yang Kurangaya pemahaman terhadap  [R00.21.16.19.5 Kurangnya k(lnrd{nas} - "_J,D dan Rendahnya kualitas mutu dokumen
: . diverifikasi/valid |Perencanaan T 5w stakeholder terkait lainnya perihal bentuk ;
Peningkatan Kapasitas R dataset yang dimiliki 8 Kadis Internal perencanaan yang dilaksanakan
S asi, diupdate dan TINES . | dataset yang baku Sg omoa
15 |Kelembagaan Statistik PR ol L daK lemka roTzTTo Ty K ik/Kabid Dok Pelak, YT ——— dan P P R —" D ik dan OPD
Sektoral it ) claporan aporan tidak lengkap Statistik okumen clal sanaa:} tidak leng| p, Eksternal enyerapan anggaran tidak maksima
open/public Belum maksimalnya dataset OPD Belum maksimalnya bimtek yang diberikan
datasetnya Pemantauan dan A e

Evaluasi

vang bisa diverifikasi, divalidasi,
dianalisis dan diupdate

R0O0.21.16.19.6
4]

kepada OPD terkait dengan proses verifikasi,
validasi, analisis dan update dataset yang

dimiliki

Dataset OPD tidak bisa diverifikasi, divalidasi,
dianalisis dan diupdate




Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda
Tahun Penilaian

Tujuan Strategis

Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Banda Aceh

12021

: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan
Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko skala Slealsi e
- Skala Risiko
Dampak| Kemungkinan
a b ¢ d e f=dxe
I{Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh
Nilai Indeks Pemerintahan Berbasis ;
1 Elektronik Rendah RSP.21.16.19.01 3 4 12
H{Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Minimnya Data Statistik Sektoral yang
1|tersedia dan bisa dikelola oleh RS0.21.20.19.01 3 3 9
Diskominfotik
Informasi yang disajikan pada website 5
2 OPD tidak update RS0.21.16.19.02 4 3 12
Kurang dan lambatnya implementasi
3|Teknologi Informasi dan Komunikasi di |RS0.21.16.19.03 3 4 12
OPD
III|Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
1|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.01 2 3 6
9 Pengumpulan data terkendala oleh R00.21.16.19.02 5 ) 4
berbagai sebab
3|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.03 2 2 4
4 Kurang balkn'ya respon yang diberikan R00.21.16.19.04 3 3 6
terhadap aspirasi atau pengaduan
5|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.05 2 3 6
6 Pengumpulan data terkendala oleh R00.21.16.19.06 ) 9 4
berbagai sebab
7]|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.07 2 2 4
8 Kurax}gnya tenaga jurnalis dan reporter R00.21.16.19.08 i 4 16
(media)
9|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.09 2 2 4
10 Pengumpulan data terkendala oleh R00.21.16.19.10 2 ) 4
berbagai sebab
11|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.11 2 2 4
Kurangnya tenaga SDM di dalam proses
12}verifikasi dan respon permohonan R00.21.16.19.12 2 2 4
informasi publik
13|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.13 2 2 4
14 Pengum.pulan data terkendala oleh R00.21.16.19.14 ? 2 4
berbagai sebab
15{Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.15 2 2 4
Terbatasnya pemahaman dan tenaga
16|SDM di dalam mengidentifikasi media R00.21.16.19.16 2 2 4
informasi yang harus didesiminasikan
17]|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.17 2 2 4
18 Pengumpulan data terkendala oleh R00.21.16.19.18 2 2 4
berbagai sebab
19|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.19 2 2 4




Belum maksimalnya kriteria penetapan

R00.21.16.19.20 2 2 4
- lokasi yang akan dilakukan sosialisasi
21|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.21 2 2 4
29 Pengumpulan data terkendala oleh R00.21.16.19.22 2 ) 4
berbagai sebab
23}Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.23 2 2 4
24 Adanya pembatasan prosesi pelatihan R00.21.16.19.24 2 2 4
secara tatap muka
25|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.25 2 2 4
26 PengumPulan data terkendala oleh RO0.21.16.19.26 2 2 4
berbagai sebab
27|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.27 2 2 4
Adanya pembatasan pelaksanaan
.21.16.19. 4
28 kegiatan pelatihan KIG P 2 2
29|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu [R00.21.16.19.29 2 1 Z
320 Kurang lengkapr_xyg pema.haman terkait R00.21.16.19.30 2 2 4
dengan layanan jaringan intra
31|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.31 2 2 4
gy canya pembatasan terkaltdengan R00.21.16.19.32| 3 3 9
pemeliharaan layanan jaringan intra
33|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.33 2 2 4
Kurang lengkapnya pemahaman terkait
34|dengan dokumen proses bisni yang harus{R00.21.16.19.34 4 2 8
disiapkan
35{Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.35 2 2 4
36 Prose.t.; Bxsms. yang harus disiapkan tidak R00.21.16.19.36 ) 2 4
bisa diselesaikan
37|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.37 2 2 4
38 Kurang lengkapnya pemahamar? t_erkalt RO0.21.16.19.38 ) 2 4
dengan pusat data yang harus disiapkan
39{Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.39 2 1 2
40 Pemehharaax? pusat data yang dimiliki R00.21.16.19.40 ) 9 4
kurang maksimal
41{Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.41 2 2 4
42| Tidak terpenuhinya target SPBE R00.21.16.19.42 4 4 16
43|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.43 2 2 4
44 gl;ls)lh lemahnya koordinasi TIK antar R00.21.16.19.44 2 2 4
45|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.45 2 2 4
46 Perencar}aan pengembangan aplikasi R00.21.16.19.46 2 9 5
khusus tidak lengkap
47|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.47 2 2 4
48 masih banyak OPD yang tldgk la-yak di R00.21.16.19.48 2 2 4
dalam mengembangkan aplikasi khusus
49|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu {R00.21.16.19.49 1 2 2
Dokumen Perencanaan penguatan
50{command center Kota Banda Aceh tidak |R00.21.16.19.50 2 2 4
lengkap
51|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.51 2 2 4
52 Command Cent.er Kota belum memenubhi R00.21.16.19.52 3 3 9
standar yang diharapkan
53|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |[R00.21.16.19.53 2 2 4
4 DuFANENya pemahann akam ot R00.21.16.19.54| 3 3 9
integrasi statistik daerah
55|Laporan tidak lengkap R00.21.16.19.55 3 2 6
Belum terpenuhinya kebutuhan SDM
56|yang bertugas di dalam proses integrasi (R00.21.16.19.56 2 2 4
mutu statistik daerah
57|Pertanggungjawaban tidak tepat waktu |R00.21.16.19.57 2 2 4




58

Kurangnya pemahaman terhadap dataset
yang dimiliki

R00.21.16.19.58 2 2 4

59

Laporan tidak lengkap

R00.21.16.19.59 2 2 4

60

Belum maksimalnya dataset OPD yang
bisa diverifikasi, divalidasi, dianalisis dan
diupdate

R00.21.16.19.60 P 2 4

JanduAaeh, 08 Februari 2021

5
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Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Daftar Risiko Prioritas

: Pemerintah Kota Banda Aceh
: 2021

: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

ol g s Skala | Pemilik
No Risiko Prioritas Kode Risiko Risiko Risiko Penyebab Dampak
a b C d e f g
I{Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh
) 1. Tidak Efesiennya
Nilai Indeks Pemerintahan g::ii};:zapiffsggia?uﬁszn n Belanja TIK
1|Berbasis Elektronik RSP.21.16.19.01 12 |Walikota & & 2. Pengelolaan TIK Secara Sendiri-sendiri (Silo)

Rendah

terkait Pemerintahan Berbasis
Elektronik

3. Tidak terintegrasinya Sistem Informasi/Aplikasi
Pemerintah Kota Banda Aceh

I1{Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Informasi yang disajikan

OPD kurang aktif di dalam

1|pada website OPD tidak RS0.21.16.19.02 12 Kad1§ . melakuka.n updat.e bent.a dan lr.lforrr.laSI. kinerja OPD dan Pemc‘srmtah Kota yang
Kominfotik [informasi melalui website yang  [bisa diterima oleh masyarakat tidak update
update 1,
dikelola
F(ur?ng da: k.n,’?b;rtln{a i Kadis Terbatasnya SDM, Sarana dan Tidak tercapainya target Indeks Pengelolaan Sistem
g|imipiementast teKNoIosl - pgh 21.16.19.03 12 . o ... |Prasarana TIK serta lemahnya Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Informasi dan Komunikasi Kominfotik

di OPD

koordinasi dan Integrasi TIK

Pemerintah Kota

I

Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statisti

k

Kurangnya tenaga jurnalis

Evaluasi hanya dilakukan terbatas

Jumlah rilis berita, informasi dan liputan tidak

1 ; R00.21.16.19.08 | 16 |Kabid PIP pada kuantitas berita, informasi ;
dan reporter (media) " mencapai target
dan liputan
2 Tidak terpenuhinya target |R00.21.16.19.4 16 Kabid E- iﬁ:;?g;ggg:ipk?{:npi:a:sman Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dengan
SPBE 2 Government & gxap perencanaan Arsitektur TIK Kota

dokumen arsitektur SPBE Kota




Banda Aceh 08 Februari 2021
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Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

: Pemerintah Kota Banda Aceh
12021
: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Pemilik/

No Risiko Prioritas Kode Risiko Pn e oalian Celah Pengendalian Retcans Tntdak Penangungg bl Wa.ktu
yang Sudah Ada *) Pengendalian Jawah Penyelesaian
a b C d e f g h
I|Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

Nilai Indeks

1|Pemerintahan Berbasis

Elektronik Rendah

RSP.21.16.19.01

Pembuatn Form Evaluasi
Pelaksanaan Perwal
Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Kebijakan dan prosedur
pengendalian sudah dilakukan,
namun masih rendahnya
kepatuhan Implementasi Perwal
Nomor 2 tahun 2020 tentang
pemerintahan berbasis elektronik

Pembuatan Rencana
Aksi Implementasi
Perwal Nomor 2
Tahun 2020 Tentang
Pemerintahan
Berbasis Elektronik

1. Koordinator
SPBE Kota
Banda Aceh
(Sekda)

2. Kepala Dinas
Kominfotik

3. OPD Terkait

Triwulan IV

II{Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Informasi yang

OPD tidak update

1|disajikan pada website

RS0.21.16.19.02

Penerbitan Keputusan
Walikota Banda Aceh
Tentang Pengelola
Layanan Informasi dan
Dokumentasi Kota Banda
Aceh

Kebijakan dan prosedur
pengendalian sudah dilakukan,
namun masih banyak SKPD yang
kurang aktif di dalam melakukan
update website

Penyelenggaraan
pelatihan admin dan
pengelola Website
OPD dan Aplikasi
PPID

Kadis
Kominfotik

Triwulan 1]




Pembuatan Dokumen

Kurang dan lambatnya Arsitektur SPBE dan Kebijakan dan prosedur Whenprusun RAR, HES,
. : . - . : KAK, SIRUP .
implementasi Teknologi Dokumen Proses Bisnis pengendalian sudah dilakukan, . Kadis .
, RS0.21.16.19.03 o . Pengadaan Arsitektur . : Triwulan 11
Informasi dan Aplikasi Khusus yang namun masih banyak aspek SPBE Kominfotik
& .o . e . SPBE Kota yang
Komunikasi di OPD Dimiliki yang belum terpenuhi
lengkap
III{Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Memaksimalkan
Kurangnya tenaga Pengajuan Telaahan Staf Masih dllbutubkan lebih panyak tenaga ya.mg dimiliki
. ) , tenaga jurnalis dan media untuk dan meningkatkan _ .
1{jurnalis dan reporter R00.21.16.19.08 |penambahan tenaga , . L Kabid PIP Triwulan 11
(media) N —— memperbanyak dan mencapai koordinasi dengan
’ J : target jumlah berita Humas Pemko Banda
Aceh
Pembuatan Dokumen xfi;arl;ué(::kz;;ag;ﬁ
Tidak terpenuhinya ., |Arsitektur SPBE dan Masih banyak aspek Arsitektur . , Kabid E- ,
R00.21.16.19.42 . ‘ . meningkatkan Triwulan I
target SPBE membentuk Tim SPBE SPBE yang harus dilengkapi Ly Government
koordinasi dengan
Kota Banda Aceh

tim SPBE Kota

4&1

K4 s "i,‘ U
“ns7x | Fadhil, $.S0s..MM

Banda Aceh, 08 Februari 2021
TsKomunikasi, Informatika dan Statistik
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RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

2021

: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Pengendalian yang Medle/Bientlc Penyedia Penerima Heheaa Realisasi Waktu
No : Sarana . Waktu Keterangan
Dibutuhkan B Informasi Informasi Pelaksanaan
Pengkomunikasian Pelaksanaan
] 2 3 4 5 6 7 8
1 |Pembuatan Rencana Aksi 1. Surat Diskominfotik, |[Kemenpan-RB, |Triwulan IV Oktober 2021 Telah Dilakukan sesuai
Implementasi Perwal Nomor 2 |2. Rapat Koordinasi OPD Terkait |Walikota, OPD dengan Rencana Aksi awal
Tahun 2020 Tentang 3. Peraturan Walikota Terkait, tahun yang dibuat
Pemerintahan Berbasis 4. Keputusan Walikota Masyarakat,
Elektronik 5. Workshop/Seminar Komunitas
6. Bimtek
7. Sosialisasi
8. Website /Portal
2 |Penyelenggaraan pelatihan 1. Surat Diskominfotik |SKPD, Triwulan 11 Juni 2021 Telah Dilakukan sesuai
admin dan pengelola Website 2.Rapat Koordinasi Masyarakat, dengan Rencana Aksi awal
OPD dan Aplikasi PPID 3. Keputusan Walikota Komunitas tahun yang dibuat

4. Workshop
5. Bimtek

6. Sosialisasi
7. Website




Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP |1. Surat Diskominfotik [SKPD, Triwulan Il Mei 2021 Telah Dilakukan sesuai
Pengadaan Arsitektur SPBE Kota |2.Rapat Koordinasi Komunitas dengan Rencana Aksi awal
yang lengkap 3. Workshop tahun yang dibuat dan

4. Bimtek finalisasi dokumen

5. Sosialisasi

6. Laporan
Memaksimalkan tenaga yang 1. Surat Diskominfotik |SKPD, Triwulan I1 Juni 2021 Telah dilaksanakan dan
dimiliki dan meningkatkan 2.Rapat Koordinasi Komunitas, ditindaklanjuti dan
koordinasi dengan Humas 3. Workshop Masyarakat Dokumentasi berupa
Pemko Banda Aceh 4. Bimtek notulen

5. Sosialisasi

6. Website
Melakukan evaluasi secara 1. Surat Diskominfotik |SKPD Triwulan I11 September 2021 |Telah Dilakukan sesuai
berkala dan meningkatkan 2.Rapat Koordinasi dengan Rencana Aksi awal
koordinasi dengan tim SPBE 3. Keputusan Walikota tahun yang dibuat dan
Kota 4. Bimtek finalisasi laporan

5. Sosialisasi

6. Laporan

Ak

Banda Aceh, 08 Februari 2021
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
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RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Dinas

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

12021

: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

- . Rencana Waktu Rea!isaiSi
Kegiatan Pengendalian yang Dibutubkan ?’e“‘“k/ Meg‘i"e ‘;f&‘:"“’“,‘?‘? L 1w  Pelaksana: ‘Waktu
. .. ang per r ] Pemantauan Peiaksanaan
2 3 5 6
Pembuatan Rencana Aksi Implementasi Perwal |Konfirmasi persiapan dan Sekretaris Mei, Oktober, Mei, Oktober, Monitoring telah dilaksanakan,
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan laporan Pelaksanaan Kegiatan |Daerah Desember 2021 |Desember 2021 |didokumentasikan dan
Berbasis Elektronik (Koordinator didistribusikan
SPBE)

Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola
Website OPD dan Aplikasi PPID

Konfirmasi persiapan dan
laporan Pelaksanaan Kegiatan

Kadis Kominfotik

April, Oktober,
Desember 2021

April, Oktober,
Desember 2021

Monitoring telah dilaksanakan,
didokumentasikan dan
didistribusikan

Menyusun RAB, HPS, KAK, SIRUP Pengadaan
Arsitektur SPBE Kota yang lengkap

Konfirmasi persiapan dan
laporan Pelaksanaan Kegiatan

Kadis Kominfotik

April, Oktober,
Desember 2021

April, Oktober,
Desember 2021

Monitoring telah dilaksanakan,
didokumentasikan dan
didistribusikan

Memaksimalkan tenaga yang dimiliki dan Konfirmasi persiapan dan Kabid PIP Mei, November, |Mei, November, |Monitoring telah dilaksanakan,
meningkatkan koordinasi dengan Humas Pemko [laporan Pelaksanaan Kegiatan Desember 2021 |Desember 2021 |didokumentasikan dan

Banda Aceh didistribusikan

Melakukan evaluasi secara berkala dan Konfirmasi persiapan dan Kabid E- Mei, November, |Mei, November, |Monitoring telah dilaksanakan,
meningkatkan koordinasi dengan tim SPBE Kota |laporan Pelaksanaan Kegiatan |Government Desember 2021 |Desember 2021 |didokumentasikan dan

didistribusikan

~_Banda Aceh, 08 Februari 2021
; élﬂi‘nmmumkam Informatika dan Statlstlk




Nama Dinas

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

12021

: Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh

: Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Risiko yang Kejadian Risiko Ketora Rencana Realisasi
No Terindentifikasi Kode Risiko |Tanggal Sebab |Dampak| ngan RTP Pelaksanaan | Pelaksanaan | Keterangan
Terjadi RTP RTP

i | 2 3 4 5 6 7 8 9

I [Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

1 [Nilai Indeks RSP.21.16.19.01 | Des-21 | Tidak Nilai | Terjadi |Pembuatan Rencana Aksi Triwulan IV |Oktober 2021 |Menunggu
Pemerintahan Berbasis Terlaksa| Indeks Implementasi Perwal Nomor Penilaian
Elektronik Rendah nanya SPBE 2 Tahun 2020 Tentang Asessor

Impleme| Rendah Pemerintahan Berbasis Eksternal
ntasi Elektronik (Kemenpan-
Sesuai RB)
Rencana
Aksi

II |Risiko Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1 [Informasiyang RS0.21.16.19.02 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |Penyelenggaraan pelatihan Triwulan [1 Juni 2021 |Telah
disajikan pada website Terjadi | Terjadi | Terjadi | Terjadi |[admin dan pengelola dilaksanakan
OPD tidak update Website OPD dan Aplikasi dan ditindak

PPID lanjuti

2 |Kurangdanlambatnya [RS0.21.16.19.03 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |Menyusun RAB, HPS, KAK, Triwulan II Mei 2021 |Telah
implementasi Teknologi Terjadi | Terjadi | Terjadi | Terjadi |[SIRUP Pengadaan Arsitektur dilaksanakan
Informasi dan SPBE Kota yang lengkap dan ditindak

Komunikasi di OPD

lanjuti




III [Risiko Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1 |Kurangnya tenaga R00.21.16.19.08 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |Memaksimalkan tenaga yang Telah
jurnalis dan reporter Terjadi | Terjadi | Terjadi | Terjadi |dimiliki dan meningkatkan ) . dilaksanakan
(media) koordinasi dengan Humas Triwulan I | Juni 2021 |qap ditindak

Pemko Banda Aceh lanjuti

2 |Kurang lengkapnya R00.21.16.19.42 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak Telah

Melakukan evaluasi secara .

pificaliad] i okatk Sentenih dilaksanakan
erkala dan meningkatkan . eptember |, i dak
keorditiasi dengan tim SPRE | | WAl 2021 |t
Kot anjuti

pemahaman terkait Terjadi | Terjadi | Terjadi | Terjadi
dengan kelengkapan
dokumen arsitektur
SPBE Kota

Banda Aceh, 08 Februari 2021
'fas ¥emunikasi, Informatika dan Statistik /r
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Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
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Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Berintegrasi dalam Kota Banda Aceh
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yang Telah Ditetapkan Oleh
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Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi dan Pengelolaan Informasi Publik
Domain Di Lingkup Pemerintah
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4 orang |1 Laporan| Hukum/S [Dokumen |1 Tahun
OoP
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sistem
kemanan
evaluasi
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